KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Agustus 2022

Nomor . 671/HK.05-¥nd/07/2022

Sifat : Penting.

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Perihal : Undangan Rapat Koordinasi.

Yth 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penanganan potensi permasalahan hukum pada Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini
disampaikan bahwa KPU akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Divisi Hukum dan

Pengawasan bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
1. Waktu pelaksanaan kegiatan: 5 s.d.7 Agustus 2022.
2. Tempat Pelaksanaan: Hotel Mercure Convention Center Ancol JI. Pantai Indah,
Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara.
3. Peserta kegiatan:
a. KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, sebanyak 3 (tiga) orang
terdiri dari:
1) 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi
Hukum:;
2) 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum;

3) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Hukum;
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. KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten /Kota, sebanyak 2

(dua) orang terdiri dari:

1) 1 (satu) orang Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota yang membidangi Divisi
Hukum;

2) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Hukum.

Peserta  waijib mengisi  lembar  konfirmasi kehadiran  melalui link

h_ttps://bit.Iv/konfirmasiRakorDivHukum paling lambat tanggal 3 Agustus 2022,

4. Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud, dapat dijelaskan sebagaimana hal-
hal berikut:

a. Sumber pembiayaan berasal dari DIPA masing-masing satker KPU Tahun

Anggaran 2022 vyaity Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi (076.CQ), Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Peserta Pemilu (6710), KRO Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang
Politik dan Hukum (6710.QGE), dan RO Penyelesaian Sengketa Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.002);

Bagi peserta dari KPU Provinsi/K|P Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota, KPU
akan memfasilitasi:

i. Paket Meeting Halfday untuk hari ke-1 dan ke-3;

ii. Paket Meeting Fullday untuk hari ke-2.

Dalam hal fasilitasi kegiatan dimaksud, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan
tata cara revisi anggaran yang berlaku, dan menjadi tanggung jawab mutlak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing satker.

- KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan revisi

anggaran yang dilaksanakan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, serta
memastikan pembiayaan kegiatan dimaksud di atas dapat teralokasi dengan
tepat.

5. Ketentuan dan kelengkapan acara:

a.

Pakaian: Untuk pembukaan menggunakan baju batik lengan panjang dan selama
kegiatan menggunakan baju batik dan celana bahan:
Membawa /D Card Pegawai;

Membawa daftar inventarisasi masalah (format terlampir);



d. Undangan harap dibawa saat memasuki pintu gerbang masuk Ancol;
e. Visum blanko SPPD untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota dikoordinir oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh dan dapat diambil pada malam hari kedua.
Mengingat pentingnya rapat dimaksud, mohon hadir tepat waktu. Untuk informasi
lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rizka Threesea Khumala Hp. 0821-7006-3392
atau Sdr. Herman Pamuji Hp. 0813-1666-5925.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.
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Lampiran

Nomor : 671/HK.05-¥nd/07/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Tanggal pelaksanaan - 05 s.d. 07 Agustus 2022

1. Tempat . Hotel Mercure Convention Center Ancol JI. Pantai Indah,

Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14430

2. Peserta

1.
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13.
14.
15.
16.
17.

KPU Provinsi /KIP Aceh beserta KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Sumatera Utara beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Sumatera Barat beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah
kerjanya;

KPU Provinsi Kepulauan Riau beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Riau beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Jambi beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Bengkulu beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Bangka Belitung beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

. KPU Provinsi Lampung beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
11.
12.

KPU Provinsi DKI Jakarta beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Jawa Barat beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Jawa Tengah beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Banten beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi D.1.Yogyakarta beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Jawa Timur beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Kalimantan Timur beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah

kerjanya;



18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

KPU Provinsi
kerjanya;
KPU Provinsi
kerjanya;
KPU Provinsi
kerjanya;
KPU Provinsi
kerjanya,;
KPU Provinsi

kerjanya;
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Kalimantan Tengah beserta KPU Kabupaten/Kota di

Kalimantan Selatan beserta KPU Kabupaten/Kota di

Kalimantan Barat beserta KPU Kabupaten/Kota di

Kalimantan Utara beserta KPU Kabupaten/Kota di

Sulawesi Tenggara beserta KPU Kabupaten/Kota di

wilayah

wilayah

wilayah

wilayah

wilayah

KPU Provinsi Sulawesi Utara beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah

kerjanya;

KPU Provinsi Sulawesi Tengah beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah

kerjanya;

KPU Provinsi Sulawesi Barat beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya

KPU Provinsi Gorontalo beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Bali beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi NTT beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi NTB beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Maluku beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

KPU Provinsi Maluku Utara beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

KPU Provinsi Papua beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan

KPU Provinsi Papua Barat beserta KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya



ISU STRATEGIS PERMASALAHAN HUKUM TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI,

DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO. ISU STRATEGIS DAFTAR INVENTARISASI MASALAH REKOMENDASI
1. | Pendaftaran Partai Politik
2. | Verifikasi Administrasi
3. | Verifikasi Administrasi perbaikan
4. | Penetapan Hasil Verifikasi
Administrasi
5. | Verifikasi Faktual
6. | Verifikasi Faktual Perbaikan
7. | Penetapan Partai Politik




Keterangan :

Nomor . diisi berdasarkan dengan urutan nomor

Isu Strategis . diisi sesuai dengan permasalahan hukum yang muncul saat Tahapan Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Daftar Inventarisasi Masalah :diisi berdasarkan permasalahan yang dihadapi di setiap Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Rekomendasi . berisi saran atau masukan atau tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi

permasalahan dalam setiap Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum

Catatan :
Daftar Inventarisasi di isi berdasarkan permasalahan pada saat tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum tahun sebelumnya



JADWAL KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENANGANAN POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD
JAKARTA, 5s.d. 7 AGUSTUS 2022

HARI/TANGGAL JAM (WIB) KEGIATAN PELAKSANA

Registrasi Peserta Panitia

- Mengisi Daftar Hadir/Absensi
Secara Online;

- Penyerahan dan pengambilan

14.00—18.00 SPPD dari dan ke panitia hanya
dilakukan dan dikoordinir oleh KPU
Provinsi sesuai wilayahnya secara
kolektif.
ISHOMA Panitia
MC Tim Protokol
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tim Protokol
Jumat,
5 Agustus 2022 Pembacaan Doa Alwi Zain Holle
Laporan Kegiatan Deputi Bidang Dukungan Teknis
19.00—21.00 | Pembukaan dan Pengarahan Ketua KPU
Pengarahan Anggota KPU RI - Hasyim Asy’ari;
- Mochammad Afifudin
- ldham Holik

Parsadaan Harahap
Betty Epsilon Idroos
Yulianto Sudrajat

- August Mellaz

Pengarahan Sekretaris Jenderal KPU




HARI/TANGGAL JAM (WIB) KEGIATAN PELAKSANA
KEGIATAN

Hukum Acara penyelesaian sengketa
Pelanggaran Administrasi dan
sengketa proses tahapan Pemilihan
Umum Serentak_ _Tahun 2024 di Badan Moderator : Nur Syarifah

08.30—10.00 | engawas Pemilihan Umum Asrot : M Fakhri Ali lbrahim
(Narasumber : Bawaslu RI) Notulen : Tim Persidangan
Penegakan Kode Etik Penyelenggara )
Pemilu pada Tahapan Pemilihan
Umum Tahun 2024
(Narasumber : DKPP RI)

10.00—10.30 COFFEE BREAK

KELAS A (RUANG KRAKATAU 1) KELAS B (RUANG KRAKATAU 3) KELAS C (RUANG PELANGI)
Penyuluhan Peraturan KPU Nomor 4 Identifikasi Permasalahan Hukum dan | Sistem Pengendalian Internal
Tahun 2022 Penanganan Pe|anggaran Pemerintah (SP|P)
Sabtu, Administratif dan Sengketa Proses
6 Agustus 2022 Narasumber: Pemili Narasumber:
o . emilihan umum

Divisi Teknis Inspektur Utama
Moderator: Narasumber: Moderator:
Nur Syarifah Divisi Hukum Yasmine Yuniar

10.30—12.00 | Agrot; Moderator: Asrot :

Moh. Fajar Dwi Nugroho
Ade Theo Hanaping

Notulen:

Tim Persidangan
Khalisa Magfira Putri

MC:

Sigit Joyowardono

Asrot:
Ayutya Triadindawathy
Lugman Hakim

Notulen:

Tim Persidangan

Rizka Threesea Khumala
MC.

Anindita Pratitaswari
Sefania Andam M.

Notulen:

Tim Persidangan
Meike Indriani

MC:




HARI/TANGGAL JAM (WIB) KEGIATAN PELAKSANA
Tim Protokol Biro Umum Tim Protokol Biro Umum | Tim Protokol Biro Umum
12.00—13.30 ISHOMA
Identifikasi Permasalahan Hukum dan | Sistem Pengendalian Internal | Penyuluhan Peraturan KPU Nomor 4
Penanganan Pelanggaran Administratif | Pemerintah (SPIP) Tahun 2022
dan Sengketa Proses Pemilihan umum
Narasumber:
Narasumber: Divisi Teknis
Nar_a_sumber : Inspektur Utama
Divisi Hukum Moderator:
_ Moderator: Nur Syarifah
I\S/Iiostit\a]rator. q Yasmine Yuniar
13.30—15.00 | o~ OnArtono Asrot: , ,
Asrot: Asrot: ) Anindita Pratitaswari
Moh. Fajar Dwi Nugroho Ayutya Triadindawathy Notulen:
Notulen: Tim Persidangan
N.otulen:. Tim Persidangan Meike Indriani
Tim Eer3|dan_gan : Rizka Threesea Khumala
Khalisa Magfira Putri MC:
MC: MC: Tim Protokol Biro Umum
Tim Protokol Biro Umum Tim Protokol Biro Umum
15.00—15.30 ISHOMA
Sistem Pengendalian Internal Penyuluhan Peraturan KPU Nomor 4 | Identifikasi Permasalahan Hukum dan
Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 Penanganan Pelanggaran
_ Administratif dan Sengketa Proses
Narasumber: Narasumber: Pemilihan umum
Inspektur Utama Divisi Teknis
15.30—17.00 _ Narasumber:
Mode_rator. _ Moderator: Divisi Hukum
Yasmine Yuniar Nur Syarifah
Asrot: Moderator:

Asrot:
Alwy Zain

M Fakhri Ali Ibrahim

Sigit Joyowardono




HARI/TANGGAL JAM (WIB) KEGIATAN PELAKSANA
Notulen: Notulen: Asrot:
Annisa Nurawalin Ade Theo Hanaping Lukman Hakim
MC: _ MC: Notulen:
Tim Protokol Biro Umum Tim Protokol Biro Umum Meike Indriani
MC:
Tim Protokol Biro Umum

Diskusi dalam rangka Penyusunan | Diskusi dalam rangka Penyusunan | Diskusi dalam rangka Penyusunan
saran/masukan terkait materi (PKPU, | Penyampaian saran/masukan terkait | Penyampaian saran/masukan terkait
Sengketa dan SPIP) vyang telah | materi (PKPU, Sengketa dan SPIP) | materi (PKPU, Sengketa dan SPIP)

17.00—18.00 | disampaikan oleh Narasumber yang telah disampaikan Narasumber | yang telah disampaikan Narasumber
PIC: PIC: PIC:
Panitia Panitia Panitia

18.00—19.30 ISHOMA

19.30—21.30 | Penyampaian saran dan masukan masing masing kelompok yang diwakili oleh Ketua kelas.

08.00—11.00 Evaluasi dan Kesimpulan Biro AHPS

Minggu 11.00—12.00 Penutupan - Ketua KPU;
X - Anggota KPU;
7 Agustus 2022 - Sekjen KPU.
12.00—13.00 Check Out Panitia
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